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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA) tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten
Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap | meliputi
penetapan lokasi dan peserta PRONA dan penyuluhan PRONA; tahap 11
meliputi pengukuran dan pemetaan; pengumpulan data yuridis;
pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap 11l
meliputi pembukuan hak; penerbitan dan penyerahan sertipikat. Waktu
pelaksanaan kegiatan tahap | sampai tahap 111 memerlukan waktu selama 8
bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya
diikuti oleh 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang merupakan
masyarakat asli (pribumi) yaitu Suku Dani yang bekerja sebagai petani
dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tidak bersekolah dan
memiliki penghasilan kurang dari Rp1.000.000,-/bIn. Seluruh bidang tanah
yang didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena,
Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah non pertanian dengan status hak
milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan).

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan PRONA di Distrik Wamena,
Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat memiliki keinginan yang besar
untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang

pendaftaran tanah secara intensif dilakukan oleh Kantor Pertanahan
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Kabupaten Jayawijaya. Di samping faktor pendukung, ada juga faktor
yang menghambat pelaksanakan pendaftaran PRONA di Distrik Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan
prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai
kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat
keterangan kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis

pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

. Saran

Pendaftaran tanah melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya
sebaiknya diselenggarakan setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda,
mengingat bahwa masih banyak tanah khususnya tanah milik adat di

Kabupaten Jayawijaya yang belum didaftarkan.
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